SUPATI BOMBANA
PROVINGT SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR: %9 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

MENIMBANG . a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal
272 ayat (1} dan Pasal 273 ayat {1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu
menetapkan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman
pada RPJMD;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor
12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan
kepada daerah setekah RPJMD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf c perlu




MENGINGAT

menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang
Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukkan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di
Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4339):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorj;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diunah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukkan Produk
Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah, Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembanguan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9
Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bombana;
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;




Menetapkan
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Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2017 - 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

[y

oRw

Daerah adalah Kabupaten Bombana.
Pemerintah Daerah  adalah  Pemerintah
Kabupaten Bombana.

Bupati adalah Bupati Bombana.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Bombana

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bombana dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinas adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bombana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bombana adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan
urusan pemerintah daerah di bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susuna
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan
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Peraturan Bupati Bombana Nomor 58 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bombana.

Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Bombana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan yang
mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor
alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakkan lingkungan,
kerugian harta benda dan dampak psikologis.
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor.

Bencana  Sosial adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang
meliputi konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat dan terror.
Penyelenggara penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakkan  pembangunan yang  berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap daruratdan rehabilitasi.
Kegiatan pencegahan bencana adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai
upaya untuk  menghilangkan dan/atau
mengurangi ancaman bencana.

Pencegahan bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau
menghilangkan risiko bencana baik melalui
pengurangan bencana maupun Kkerentanan
pihak yang terancam bencana.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada
saat kejadian bencana untuk menanggapi
dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korba,
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsian,
penyelamatan serta pemulihan prasarana dan
sarana.

Rawan  bencana adalah kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik
dan teknologi, pada suatu wilayah untuk jangka
waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan
mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah
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dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa
kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya
rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan
masyarakat.

Status keadaan darurat bencana adalah suatu
keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi
Badan yang diberi tugas untuk menaggulangi
bencana.

Korban bencana  adalah orang atau
perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan
hukum.

BAB 11
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bombana  Tahun  2017-2022
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Bombana Tahun 2017-2022.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bombana.

BAB III
MUATAN RENSTRA PERANGEKAT DAERAH
Pasal 3

Renstra Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
memuat tujuan, sasaran program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang penanggulangan
bencana, yang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam Renstra sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan
pencapaian sasaran, program dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Rencana
Strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bombana untuk tercapainya
sasaran pembangunan nasional dan propinsi.
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Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
Bab[ : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab Il :Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan
Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
3.1 Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program
Bupati dan Wakil Bupati
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan
Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Bab V : Strategis dan Arah Kebijakkan
Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta

Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan

Bab VIII : Penutup

Isi beserta uraian Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten
Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 20 janvat: 2020
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Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 20 Jateath 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. A HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 34




